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TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menmmbang :

Mengingat :

a.

KABUPATEN LAMANDAU

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
Pemenntahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak
dan kewajiban berbagar pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan
publik wapb menetapkan standar pelayanan;

bahwa untuk membenkan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamandau dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamandau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur D1 Provins: Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republhk Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
6573);

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

14.

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6573);
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemernntah Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 138 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1956);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor
145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
192);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang
Pendelegasian  Kewenangan Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamandau.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau
sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

Standar pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau mehputi :

1. Persyaratan Dasar Pernizinan Berusaha - Konfirmasi
Kesesuaian Keglatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)
2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan

Kesesualan Keglatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
3. Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha -Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);

4. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan
Bangunan Gedung - Rumah Human Tidak Sederhana;
5. Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha - Persetujuan

Bangunan Gedung - Rumah Hunian Sederhana;



KETIGA

KEEMPAT

6. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan
Bangunan Gedung - untuk Usaha;

7. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan
Bangunan Gedung - untuk Menara Telekomunikasi;

8. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal dan
Rumah Tinggal Deret 1 atau 2 Lantai) yang Pengawasannya
dilakukan oleh Pemilik PBG;

9. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal dan
Rumah Tinggal Deret 1 atau 2 Lantai) yang Pengawasannya
Menggunakan Penyedia Jasa;

10. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan
Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan
Oleh Satu Penyedia Jasa,

11. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan
Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan
Oleh Lebih dari Satu Penyedia Jasa;

12. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha -Sertifikat Laik
Fungsi Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing)
berupa Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret
yang Pengkajian Teknisnya tidak Menggunakan Penyedia
Jasa dan Memiliki IMB;

13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;

14. Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi;

15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;

16. Perizinan Berusaha Berbasls Risiko Tinggi;

17. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha;

18. Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retribusi;

19. Perizinan Non Berusaha Tanpa Retribusi

20. Pelayanan Non Perizinan

Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh
penyelenggara/pelaksanaan dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelengaraan pelayanan
publik;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
apabila kemudian terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lamandau
2 Tanggal <0 Juli 2022

N A v rdta Tk 1 (111/d)
NIP, 10850801 201001 1 016




Larnpiran 1
Nomor 503 6,204 /vil/DPMPTSP-2022
Tanggal YD Juh 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Penzinan Berusaha - Konfirmas: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

(KKKPR)

Komponen

Uranan

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur D Provina: Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724}
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik
Indoneaia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republk Indonesia Negara Nomor 4725) sebagaimanal
telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaks Elektromik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasm Publk {Lembaran Negara|
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publk (Lembaran Negara Republk Indonesa
Tahun 2009 Nomeor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara.
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nemeor|
6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonema Nomor 5234] sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
{Lembaran Negara Repubhk [ndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398),

10

Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah [Lembaran Negara Repubhlk
Indoneaia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
{Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia homer 6573),

12

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republk Indenesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 5357),

13

Peraturan Pemerintah Nomeor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistemn dan Transakm Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha Berbasia
Risiko {Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628],

15

Peraturan Pemermntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penznan Berusaha di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6618},

16

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 6633),




17 Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomer 6634},

18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199],

19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 221},

20 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagamana telah diubah dengan
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157],

21 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pmtu Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 20117 Nomoer 1956),

22 Peraturan Menten Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republk Indonesia Nomor 13

Tahun 2021 Tentang Pelakaanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Sinkromisas: Program
Pemanfaatan Ruang,

23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamandau,

24 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dmas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

2 |Persvaratan Persyaratan yang diperlukan
1
Data Pelaku Usaha berupa KTP, NPWP, Badan Usaha/Badan Hukum
2 Kode Kegatan Uaaha (KBLJ)
3 Lokas1 Usaha,
4 RDTRK Kabupaten Lamandau sudah terkoneks: dengan Sistern 0SS
3 [Sistem, e
Mekanisme dan
Prosedur
4 {Jangka Waktu |2 (dua) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
$ |Biaya Persyaratan Dasar Penzinan Berusaha - Konfirmas: Keaeauman Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak
dikenakan biaya (gratis}
6 |Produk Konfirmas: Kesesuman Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pelavanan
7 |Penanganan Dimnas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat I Batu Batanggul No 039
Masukan Kode Pos 74161 Nanga
Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab.go Id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp '081256236260
A :::.:;s:n Sarana . Prasarana
dan/atau 1. Komputer, 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2 Loket mandin dan pemandu loket
3. Janngan internet 3 Parkar
4. Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara (AC)
5 ATK
9 |Kompetens) 1 Miumal D3 untuk petugas pennnan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penzinan adalah PNS,
3 Menguasa Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,
4 Memahami proses alur pelayanan penzinan berbasis elektronik,
5 Menguasa siatern aphkas: 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memilila integritas,
8 Memiliks ketehtan,
9 Memilika keasehatan jaamam dan rohamn
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala [hnas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordmnator; dan
5 _Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegaw suan
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawm PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang




12 |Jamman Pelayanan diproses sampas selesal apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenutu cleh pemohon,
Pelayanan dilaksanakan sesua dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
Aplikast sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas secara elektronik dengan
keamanan login [D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan Teregnatas: dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayvanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluam Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjach kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana Evaluam melalu Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester;
Evaluasi melalui momtornng, evaluas: dasrpeElpesan kinena pelaksana
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STANDAR PELAYANAN (SP

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (PKKPR)

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Tumur Di Provinsi Kalimantan
Tengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer
4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaks: Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5952},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas: Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perhindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dbah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

12

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

13

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628},

15

Peraturan Pemerntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

16

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633),

17

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);




18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),

20 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21 Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 20117 Nomor 1956),

22 Peraturan Menten Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Pemarfaatan Ruang dan Sinkronisas:
Program Pemanfaatan Ruang,

23 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau,

24 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentarg Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Penizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :
1 PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a formulr permohonan PKKPR

b fotokop: identitas sebagal benkut:

1. Bag1 pemohon dan/atau pemilik tanah perorangan
melengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTH),

2 Dalam hal permohonan diatasnamakan badan hukum,
melengkap: fotokop: akta pendinan badan hukum dan/atau
perubahannya,

¢ fotokop: tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain
sertifikat hak atas tanah atau fotokop: bukti peniguasaan atas tanah antara
lain akta jual beli, petok atau letter C dan/atau bukt: status kepemulikan
atau penguasaan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang pertanahan yang dapat dilengkapt dengan bukti
peralihan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan atau
tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan surat persetujuan dan
permilik tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah
berbeda dengan nama pemohon, yang dilengkapi dengan sketsa yang
ditandatangan pemohon dan/atau peta bidang yang diterbitkan oleh
Badan Pertanahan Nasional,

d surat kuasa penunjukan batas dan/atau pengurusan PKKPR, apabila
dalam menunjukkan batas tanah dan/atau pengurusan PKKPR
diwakilkan kepada orang lain maka diserta: fotckopt Kartu Tanda
Penduduk penenima kuasa,

e gambar sketsa persil dan/atau gambar sketsa alas hak yang
ditandatangani oleh pemohon, disertas koordinat lokas: persil/kaveling;

f foto kondisi eksisting kaveling/persii,

g surat pernyataan pemohon disertai materai sesuai ketentuan yang
berlaku,

h dokumen perencanaan ash yang pemah diterbitkan untuk perencanaan
ulang (replanming) atau revis1 PKKPR

Catatan

Pemberian kuasa hanya dibenkan kepada orang yang mermliki hubungan

keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon 1zin

yang dibuktikan dengan

a fotokop: Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermaterai yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan memliki hubungan keluarga/
saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memlik
hubungan keluarga/saudara, atau

b surat keterangan bermatera: terkait status kepegawaian/fsurat
penempatan kerja, dalam hal kuasa dibenikan kepada orang yang
memuliki hubungan staf/bawahan/kerja

2 PERSYARATAN KHUSUS
persyaratan tambahan yang mengacu pada ketentuan zona peruntukan
ruang dan kegiatan/jenis kegatan sebagaimana diatur dalam Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonas:

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

Jangka Waktu
Pelayanan

3 (tiga) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar




a—

S5 |Biaya Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dikenakan biaya (gratis)
6 |Produk Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat 11 Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon .
Fax -
email -
Website dpmptsp®lamandaukab.go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp . 081256236260
8 |Sarana dan
prasarana, Sarana : Prasarana
dan/atau 1. Komputer, 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3 Jarimgan internet 3 Parkar
4 Ruang Kenja 4. Penyejuk Udara (AC)
5 ATK
9 |Kompetens: 1 Mirumal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,
4 Memaham proses alur pelayanan perizinan berbasis elektrontk,
5 Menguasai sistem aplikas: OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Membki integritas,
8 Memlik ketelitian,
9 Mermliki keschatan jasmaru dan roham
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2. Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator - 1 (satu) orang dengan status pegawa: PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner - 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampa: selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemchon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jamnan Seluruh dokumen diterbitkan melatui aplikas) secara elektroruk dengan
keamanan login 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2 Teregnstas:i dengan QR Code untuk menjamn keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluas: 1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinenja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluas: melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setap

Semester;

3 Evaluasi melalui monitonng, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
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Lampiran III
Nomor 503 6/ &8 /VIl/DPMPTSP-2022
Tanggal - 4 Jul 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Penzinan Berusaha - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (SPPL)

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Baritoe Timur D1 Provinsi Kalimantan
Tengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4724)
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomeor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesma Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomer 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesmia Negara Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonemia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaks Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nhomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah dibah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomeor 6573),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2019 Nomeor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomer
6573),

12

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nemor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indenesia 5357),

13

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

14

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Rismiko (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2021 Nemer 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628},

15

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2021 Nomeor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618],

16

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2021 Nemor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633),




17 Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6634),

18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

19 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),

20 Peraturan Menteri Dalam Neger:1 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum
Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara Republk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

21 Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republk Indonesia Tahun 20117 Nomor 1956),

22 Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Memilki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup,

23 Peraturan Menten Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuman Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisas:
Program Pemanfaatan Ruang,

24 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau,

25 Peraturan Bupati Lamandau Nomeor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Mekanisme dan

Persyaratan Persyaratan yang diperlukan
1 Data Pelaku Usaha berupa KTP, NFWP, Badan Usaha/Badan Hukum
2 Kode Kegiatan Usaha (KBLI)
3 Permohonan dalam Sistem Elektromk OSS

Sistem, (41 Tase rare peenek " b UL

Prosedur
Jangka Waktu |1 (satu) han kena sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
Biaya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - SPPL tidak dikenakan biaya {Gratis)
Produk Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup - SPPL
Pelayanan
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kahupaten Lamandau
Saran dan Alamat JI Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon 5 v
Fax oo
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab.go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan .
Telepon/WhatsApp 081256236260
Saranadan Sarana : Prasarana:
prasarana,
dan/atau 1 Komputer, 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner; 2 Loket mandiri dan pemandu loket
3 Janingan internet 3 Parkir
4. Ruang Kernja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
Kompetensi Minimal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,

Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
Memahamu proses alur pelayanan penizinan berbasis elektronik,
Menguasa sistem aplkas: OSS,

Mampu mengoperasionalkan komputer,

Memilika integnitas,

Memilika ketelitian,

Memiliki kesehatan jasmani dan roham

=20 S e BT R R S S




10

Pengawasan Pengawasan mnternal dilakukan secara begenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sckretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
S Kepala Sub Bagman Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawa PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jammnan 1 Pelayanan diproses sampai selesar apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhni oleh pemohon;
2  Pelayanan dilaksanakan sesua dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aphkasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 (Jammnan Seluruh dokumen diterhitkan melalu: aplikasi secara elektronik dengan
keamanan login 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstas dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluam 1 Evaluam dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat pnka
Kinenja terjacdh kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluas melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,
3  Evaluasi melalui monitoring, evaluas: dan pelaporan kinenja pelaksana

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal Juh 2022
Plt KEPALA DINAS,

—

FARIEZ NURKHOLIQ A., 8.Hut.,M.A., M.URP
Penata Tingkat I (111 /d}
NIP 19850801 201001 1 016

e —————
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Nomor 503 6/~20-/Vil/DPMPTSP-2022
Tanggal <0 Julh 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Human Tidak Sederhana

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur D: Provins: Kahmantan
Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesma Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagammana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonemia
Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Noemor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksa Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publhk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusa Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomeor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398},

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonema Nomor
6573),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk (Lembaran Negara Repubhk Indonesta Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),




»

15

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks:
Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

16

Peraturan Pemenntah Nomor S Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbamis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628},

17

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

18

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesma
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

19

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633),

20

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonemia Nomor 6634),

21

Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 6659),

22

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

23

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 221)

24

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 20117 Nemeor 1956);

25

Peraturan Menten Dalam Negerni Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indenemia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negenn Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

26

Peraturan Menteri Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republk Indonesia
Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuman Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisam Program Pemanfaatan Ruang

27

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus
[zin Mendinkan Bangunan,

28

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau,

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pernizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Medal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau;

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a. Formulir permohonan PBG Human Tidak Sederhana

b Surat Permohonan bermetrai Rp 10 000,

¢ Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000,

d Surat pernyataan persetujuan PBG dan tetangga,

e. Foto copy bukti kepemilikan tanah /Surat Keterangan Tanah (SKT),

f Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasa termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun),

g Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom,

Balok, pelat lantas dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,

h. Data Teknus Arsitektur,

1 Data Tekms Struktur,

] Informasi KRK/KKPR

k Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kini dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang
dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat},

| Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan
pengajuan permohonan 1zin},

m Foto Copy KTP pemohon,

n Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,

0 Bukti Validas: Konfirmas: Status Wajib Pajak (yang divalidas: oleh

petugas PTSF),




p- Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dan 2 Lantai maka diperlukan
rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkap:
dengan data penyeledikan tanah (Dan Arsitektur),
memiiki hubungan staf/bawahan/kerja

q Surat Rekomendasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat
tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;

r. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dani Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan,

3. Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;

t. Penyedia Jasa Perencana Konstruks: badan usaha atau perseorangan
atau arsitek Arsitek berlisensi (Sertifikat Arsatektur),

u. Bukti Bayar Retnbum PBG (apabila sudah ada Perda Retnibusi PBG)

3 |Sistem,
Mekamsme dan
Prosedur
4 |Jangka Waktu |10 (Sepuluh) han kenja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Retnbus lzin Mendinkan Bangunan
6 |Produk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Humian Tidak Sederhana
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat JI Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax -
email -
Website dpmptsp@lamandaukab.go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp 081256236260
8 |Saranadan
prasarana, Sarana Prasarana
dan/atau 1. Komputer; 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2 Loket mandin dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkir
4. Ruang Kerja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetens 1 Mimal D3 untuk petugas penizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penizinan;
4 Memahami proses alur pelayanan penzinan berbasis elektronik,
5 Menguasa sistem aphkasi OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memlla integntas,
8 Memilhk ketelitian,
9 Memilik kesehatan jasmani dan rohani
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh -
Internal 1 Kepala Dhnas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 {satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikas sistem elektronik mudah diakses dunanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalu1 aphikas: secara elektronik dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnistasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan




"

14

Evaluas:
Kinena
Pelaksana

Evaluas dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
tenjad: kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,

Evaluaz melalui monitonng, evaluasi dan pelaporan kanerja pelaksana

850801 201001 1 016
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STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha - Persetyjuan Bangunan Gedung (PBG) Human Sederhana

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Tunur Di Provinsi Kalimantan
Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah (Lembaran Negara)
Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebhagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesma Tahun 2002 Nomeor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6573],

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
4724) sebagaxmana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesmia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Teahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonema Negara Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesmia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi Elektromk {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonemia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonemia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 {Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesmia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republk Indonesma Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398},

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang Undang Nomor
11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
6573),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk {Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),




15

Peraturan Pemenintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks
Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesmia Nomor 5348),

16

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penznan Berusaha
Berbasis Fisiko (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2021 Nemor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

17

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 6618),

18

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6628),

19

Peraturan Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633),

20

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

21

Peraturan Premden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2014 Nomor 199)

22

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

23

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 20117 Nomor 1956},

24

Peraturan Mentern1 Dalam Negert Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara Republk
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

25

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus
Izin Mendinkan Bangunan,

26

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau,

27

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasmian Kewenangan
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Medal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a. Formulbr permohonan PBG Hunian Tidak Sederhana

b Surat Permohonan bermetrax Rp 10 000,

¢ Surat pernyataan tanggung jawab bermetrais Rp 10 000,

d Surat pernyataan persetujuan PBG dan tetangga,

¢ Foto copy bukti kepemilhkan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),

f Data Tekms Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasa) termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persl yang akan
dibangun),

g Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom,

Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,

h. Data Tekrus Arsitektur,

1 Data Tekms Struktur,

) Informasi KRK/KKPR

k Gambar rencana bangunan {Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kint dan Kanan, Potongan Melintang, Potengan memanjang
dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat),

1. Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesua: dengan
pengajuan permohonan 1z1n),

m Foto Copy KTP pemohon,

n Foto copy Kartu NPWP Perorangan /Berbadan Hukum,

0 Bukti Vahdas: Konfirmas Status Wapb Pajak (yang divahdasi oleh

petugas PTSP),

p Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dan 2 Lanta: maka diperlukan
rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkapt
dengan data penyeledikan tanah (Dan Arsitektur),
memilika hubungan staf/bawahan fkena

q Surat Rekomendas: dar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat

tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang,

r Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar,

8. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan

atau arsitck Arsitek berlhisensi (Sertifikat Arsitektur),
t Bukti Bayar Retnbusi PBG (apabila sudah ada Perda Retnbus: PBG)




-~
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3 |Sistem,
Mekamsme dan
Prosedur
4 |Jangka Waktu |10 (sepuluh) han kera sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Retribusi Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendinkan Bangunan
6 |Produk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Human Sederhana
Pelayanan
7 [Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat ) Batu Batanggui No D39
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab go Id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp 081256236260
8 ;s;::::a?x:,n Sarana . Prasarana
dan/atau 1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner, 2 Loket mandim dan pemandu loket
3 Janngan internet 3. Parkar
4 Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)
S ATK
9 |Kompetensi 1 Mimmal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penzinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektromk,
5 Menguasai sistem aplhkas OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Memulki integntas,
8 Memiliki ketelitian,
9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohan
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagtan Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampau selesa: apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3 Aplikas: sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalu: aplikas: secara elektronik dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk kearnanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayvanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluasi 1  Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat pka
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalu Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester;
3  Evaluasi melalun montoring, evaluas: dan pclapo_;ﬂ;_cha pelaksana
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STANDAR PELAYANAN (SP)

Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Usaha

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur Dh
Provina1 Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagmumana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republk Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas1 dan Transaks: Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomeor 11 Tahun 202C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk Indonesta Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573,

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaumana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 202¢ Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),




15

Peraturan Pemernintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektromik (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5348],

16

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628,

17

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyeslenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618},

18

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung {(Lembaran Negara Republuk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628),

19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633},

20

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

21

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199}

22

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

23

Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 20117
Nomor 1956,

24

Peraturan Menteni Dalam Negen Nomeor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 120 Tahun
2018 (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 157),

25

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomeor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus

1zin Mendinkan Bangunan,

26

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

27

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF
Formulir permohonan PBG Hunian Tidak Sederhana
Surat Permohonan bermetrai Rp. 10 000,
Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000,
Surat pernyataan persetujuan PBG dan tetangga,
Foto copy bukti kepermilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),
Data Teknis Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan
dibangunj,
g Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom,
Balck, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya,
h Data Tekms Arsitektur:
1 Data Tekms Struktur;
1 Informasi KRK/KKPR
k Gambar rencana bangunan (Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kin dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memanjang
dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat,
1 Foto Copy Bukti Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuai dengan
pengayuan permohonan 1zin),
m Foto Copy KTP pemohon,
n Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,
O Bukti Vahdas: Konfirmas: Status Waub Pajak (yang divalidasi cleh
petugas PTSP),
p Dalam Hal Bangunan Gedung Lebth dan 2 Lanta: maka diperlukan
rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi
dengan data penyeledikan tanah {Dan Arsitektur);
memiliki hubungan staf/bawahan/kerja
q Surat Rekomendasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang memuat
tentang Persetyjuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;

-0 Q0 oR




r. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,
8 Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;
t Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan
atau arsitek Arsitek berlisens: (Sertifikat Arsitektur),
u Bukti Bayar Retnibusi PBG (apabila sudah ada Perda Retribus1 PBG)

3 |Sistem,
Mekamsme dan
Prosedur
4 |Jangka Waktu |10 (sepuluh) han kena sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
S {Biaya Retribusi Sesuar Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendinkan Bangunan
6 |Produk Persetuyjuan Bangunan Gedung (PBG) Usaha
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat Il Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Larmandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp "081256236260
8 |[Sarana dan
Sarana Prasarana.
prasarana,
dan/atau 1. Komputer, 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2 Loket mandiri dan pemandu loket
3. Janngan mnternet 3 Parkar
4. Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetensi 1 Miimal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasa: Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronk,
5 Menguasa: sistern aplikas: 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Membiki integntas,
8 Memliki ketelitian,
9 Memuliki kesehatan jasmam dan rchamn
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagan Umum dan Kepegawaian
11 [Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1 Pelayanan diproses sampa selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi cleh pemochon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikas: sistemn elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aphkas: secara elektromk dengan
keamanan login 1D yang berbeda untuk setiap pemnroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjarmin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen vang diterbitkan




14

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Evaluasi: dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap

Semester;
Evaluas: melalu1 monitonng, evaluas: dan pelaporan kinerja pelaksana




.

Lampiran VII
' Nomor 503 6/20+f /vl DPMPTSP-2022
Tanggal: Z0 Juh 2022

STANDAR PELAYANAN (SP

Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha - Persetuyjuan Bangunan Gedung (PBG) Menara Telekomurukas:

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banito
Timur D1 Provinsi Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724} sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaks: Elektromk
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nemor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
{Lernbaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbus: Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhur
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573,

14

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang|
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5357),




15

Peraturan Pemenintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistern dan
Transaks: Elektroruk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

16

Peraturan Pemenintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628},

17

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618,

18

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628),

19

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6633],

20

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6634);

21

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Peraturan Preaiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22 1)

23

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun

249

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

25

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribum
lzin Mendinkan Bangunan,

26

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

27

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian]
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF .

a Formulir permohonan PBG Humian Tidak Sederhana

b Surat Permohonan bermetrai Rp 10 QO0OC,

¢ Surat pernyataan tanggung jawab bermetrai Rp 10 000;

d. Surat pernyataan persetujuan PBG dan tetangga,

e Foto copy bukti kepemilikan tanah/Surat Keterangan Tanah (SKT),

f Data Tekrus Tanah (Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar
bangunan gedung yang sudah ada {eksisting) pada area/persil yang akan
dibangun),

g Perhitungan Tekmnis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom,

Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan kompenen gedung lainnya,

h Data Tekmus Arsilektur;

1 Data Teknus Struktur;

j Informasi1 KRK/KKPR

k Gambar rencana bangunan {(Denah, Tampak Depan, Tampak Belakang,
Tampak Samping Kin dan Kanan, Potongan Melintang, Potongan memaryjang
dan hitungan struktur beton bangunan khusus bangunan bertingkat),

| Foto Copy Bukt: Lunas PBB Tahun Terakhir 1 Lembar (sesuas dengan
pengajuan permohonan izin),

m Foto Copy KTP pemohen,

n Foto copy Kartu NPWP Perorangan/Berbadan Hukum,

0 Bukti Validas: Konfirmas: Status Wapb Pajak {yang divalidas oleh

petugas FTSP),

p Dalam Hal Bangunan Gedung Lebih dan 2 Lanta: maka diperlukan
rencana struktur maka perlukan perhitungan rencana struktur dilengkap
dengan data penyeledikan tanah (Darn Arsitektur),
meruliki hubungan staf/bawahan/kerja

q Surat Rekomendasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang mernuat

tentang Persetujuan Bangunan Gedung dan Kesesuaian Tata Ruang;

r Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan,

s. Surat Rekomendas: dar1 Diskermunfo,

t Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar;

v Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan

atau arsitek Arsitek berlisensi (Serufikat Arsitektur),
w Bukt: Bayar Retribus: PBG (apabila sudah ada Perda Retnbusi PBG)




Sistern,

Mekanisme dan

Prosedur
d_,-;—;:i e
mrte—aa
4 |Jangka Waktu |10 (sepuluh} han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Retnbust Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Retnibus: Izin Mendinkan Bangunan
6 |Produk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Menara Telekomunikas:
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat Il Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161 Nanga
Telepon -
Fax -
emaal =
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp '081256236260
8 |Sarana dan
prasarana, Sarana Prasarana
dan/atau 1 Komputer, 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner, 2 Loket mandin dan pemandu loket
3. Janngan mternet 3 Parkir
4. Ruang Kerja 4 Penyejuk Udara (AC)
5 ATK
9 |Kompetens: 1 Mimumal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penzinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memahamu proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,
5 Menguasai sistem aplikas1 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Membliki integritas,
8 Memblik ketelitian,
9 Memliki kesehatan jasmani dan rohani
10 |Pengawasan Pengawasan nternal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2 Pelayanan dilaksanakan sesua: dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3 Aplhkas: sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas: secara elektronik dengan
keamanan login 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjarmin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluas 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat yika
Kinena terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluast melalu1 Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap

Semester;

3 Evaluasi melalui monitonng, evaluas: dan pelaporan kinerja pelaksana




' I.,a. mpiran VII_I
Nomor : 503 6/.X){/VIl/ DPMPTSP-2022
' Tanggal @O Juh 2022
STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai) Yang

Pengawasannya Dilakukan Oleh Pemilik PBG

No Komponen

Urasan

1 |Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Tumur h
Provins1 Kahmantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesmia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesma Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724} sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast Publk
{Lembaran Negara Republk Indonesmia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara
Republk Indonema Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesma Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa
Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 {(Lembaran Negara Republk Indenesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaa Nomor 6398),

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573),

14

Peraturan Pemenintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),




15

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5348),

16

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republk Indonemia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

17

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

18

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628),

19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

20

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

21

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

22

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

23

Peraturan Menten1 Dalam Negenn Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesa Tahun 20117
Nomor 1956),

24

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republk Indonesma Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 120 Tahun
2018 (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

25

Peraturan Mentenn PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungs
Bangunan Gedung,

26

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus
Izin Mendinkan Bangunan,

27

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

28

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a. Identitas Penduduk (KTP/KITAS)} Pemilik Bangunan Gedung,

b Surat kuasa dan pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik
Bangunan Gedung

PERSYARATAN TEKNIS
a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungam Bangunan Gedung dan Pemda,

b SK IMB terakhir beserta lampiran rencana tekms bangunan gedungnya,
¢ Lambar terbangun (as buut drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan

mnformasi lengkap (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah
terbangun dengan SK IMB),

d Haml dokumentam sctiap tahapan pelaksanaan konstruks: bangunan gedung yang
yang dibuat oleh pemilik bangunan gedung,

Sistem,
Mekamsme dan
Prosedur
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Jangka Waktu
Pelayanan

10 (Sepuluh) han kenja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar




-

5 |Biaya Sertifikat Lask Fungsi Tidak Dipungut Biaya (Garatis)
6 |Produk SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1
Pelayanan Atau 2 lantai} Yang Pengawasannya Dilakukan Oleh Pemilhk PBG
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat JI Batu Batanggui No. 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab go.id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp '081256236260
8 |Saranadan
D sevant| Sarana - Prasarana:
dan fatan 1 Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner, 2. Loket mandin dan pemandu loket
3 Janngan internet 3 Parkir
4 Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara [AC)
S ATK
9 |Kompetensa 1 Mimimal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penizinan,
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektromk,
5 Menguasai sistem aplhkas 0SS,
& Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memilik integntas,
8 Memikk ketelittan,
9 Memiliki kesehatan jasman dan rohar
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang olech
Internal 1. Kepala Thnas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 {Jumlah 1 Koordinator . 1 (satu} orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2. Petugas Back Office . 2 Orang
3 Petugas Front Liner - 4 orang
12 |Jamman 1 Pelayanan diproses sampai selesa1 apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemoheon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikas: sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun

13 |Jamnan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aphkasi secara elektronik dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk sctiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data;
keselamatan 2 Teregnstam dengan QR Code untuk menjamin keahsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan

14 |Evaluam 1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegnatan dilakukan setiap saat pka
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana

2  Evaluasi melalm Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,

3 Evaluasi melalui momitoning, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana

> 5/Hut.,M.A., M.URP
Lat 1 (111/d)
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STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hurman Tidak Sederhana
SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1 Atau 2 lantai) Yang
Pengawasannya Menggunakan Penyedia Jasa

No Kemponen Uraian

1 |Dasar Hukum 1 Undang-Undang Nomor § Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto
Timur D1 Provina: Kalimantan Tengah,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja,

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesita Tahun 2002 Nomer 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 2485,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republk Indonesia
Negara Nomeor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

& Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks: Elektroruk
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952],

7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas: Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

8 Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S038),

9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nornor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573],

10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573,

11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 homor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398},

12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor
6573),

13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573],

14 Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk {(Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5357),




15 Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistermn dan
Transaks: Elektronik {(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

16 Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618,

18 Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6628),

19 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan)
Ruang (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

20 Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomer 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

21 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

22 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221}

23 Peraturan Menter1 Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
20117 Nomor 1956],

24 Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteni Dalam Negen Nomor 120 Tahun
2018 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

25 Peraturan Mentenn PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung;

26 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus:
Izin Mendinkan Bangunan,

27 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

28 Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :
PERSYARATAN ADMINISTRATIF .
a Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Permilik Bangunan Gedung;
b Surat kuasa dan pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik
Bangunan Gedung

PERSYARATAN TEKNIS :
a Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa,

b. SK IMB terakhir beserta lampiran rencana tekns bangunan gedungnya,
¢ tsambar terbangun (as bullt drawings | yang dibuat secara sedernana dengan

informas: lengkap. (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah
terbangun dengan SK IMB),

d Dokumen ikatan kerja dengan penyedia jasa pengawasan konstruksi,

e Laporan pengawasan selama konstruks,

f Hasil pengupian matenal (bila ada),

g Hasil Pengetesan dan Pengunan (Testing And Commussioning) Peralatan dan
Bangunan Gedung (Bila Ada),

h Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada),

1 Rekomendas: tekrs dan perangkat daerah terkat

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur
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4 |Jangka Waktu |10 {Sepuluh) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Sertifikat Laik Fungs: Tidak Dipungut Biaya (Garatis)
6 |Produk SLF Untuk Bangunan Gedung Baru (Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal Deret 1
Pelayanan Atau 2 lantai) Yang Pengawasannya Menggunakan Penyedia Jasa
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat 1l Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp "081256236260
8 i::::fﬂ:: Sarana Prasarana:
dan/atau 1. Komputer; 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner; 2 Loket mandinn dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3 Parkr
4. Ruang Kerja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetensi 1 Mimimal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasar Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memaharn proses alur pelayanan perizinan berbasis elektroruk,
S5 Menguasai sistern aphkass O3S,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Memiliki integnitas,
8 Memiliki ketelitian,
9 Memuliki kesehatan jasmani dan rohan
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh -
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikas: sistem elektroruk mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 {Jarmunan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas: secara elektroruk dengan
keamanan login 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2 Teregnstas: dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelavanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluasi 1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjacdi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluas: melalul Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap

Semester;
3 Evaluas: melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinenja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN (5P)
Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya Dilakukan

Oleh Lebih Dan Satu Penyedia Jasa

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur Di Provins:
Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonemia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik|
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaks: Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik {Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nemor 61, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomeor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republhik Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang
Undang Nomeor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357},




v

15

Peraturan Pemenintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaks:
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

16

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasmis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonemia Nomor 6628),

17

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penizinan Berusaha di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

18

Peraturan Pemenntah Nomeor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628),

19

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Necgara
Republik Indonesita Nomor 6633),

20

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2021 Nemor
32, Tambahan Lembaran Negara Republk Indenesia Nomor 6634),

21

Peraturan Presaden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2014 Nomor 199)

22

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

23

Peraturan Menten Dalam Negeni Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20117 Nomer 1956),

24

Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesmia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah dubah dengan Peraturan Menter1 Dalam Negeni Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara
Republik Indonema Tahun 2018 Nomor 157),

25

Peraturan Menter1 PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Lartk Fungm Bangunan
Gedung,

26

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus
Izin Mendinkan Bangunan,

27

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau,

28

Peraturan Bupati Lamandau Nemor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a. I[dentitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemihk Bangunan Gedung,

b Surat kuasa dan pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilhik
Bangunan Gedung

PERSYARATAN TEKNIS

a. Surat Pernyataan Kelarskan Fungs: Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa,

b SK IMB terakhir beserta lampiran rencana tekms bangunan gedungnya,
c. bambar terpangun (as built drawings | yang dibuat secara sederhana dengan

informasi lengkap (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah
terbangun dengan SK IMB),

d Dokumen lkatan Kerja Dengan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruks,

¢. Laporan pengawasan selama konstruks,

f Hasil pengujian matenal,

g Hasl Pengetesan dan Pengupan (Testing And Commissioning) Peralatan dan
Bangunan Gedung,

h Manual pengoperasian, pemehharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila adaj,

i Rekomendasi teknis dar perangkat daerah terkait

Sistem,
Mekamisme dan
Prosedur
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STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Penizinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang Pengawasannya

Dilakukan Oleh Satu Penyedia Jasa

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur D1
Provins1 Kalmantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernintahan Daerah (Lembaran
Negara Republk Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesmia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 {Lembaran Negara Repubhk Indonesma Tahun 2020 Nomeor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesma Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republk Indonesia
Negara Nomor 4725} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektroruk
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonemia Nomor 5952},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasm Publk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonema
Nomor 6573],

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011 Nomeor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonema Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republk Indonesmia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhur
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonema Tahun 2020 Nomeor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

14

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema 5357),
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronik (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5348),

16

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2021 Nomer
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

17

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penznan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

18

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628),

19

Peraturan Pemernntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633},

20

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhndungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

21

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Neomor 199}

22

Peraturan Prestden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)

23

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah {(Benta Negara Republik Indenesia Tahun 20117
Nomor 1956},

24

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter1 Dalam Negernn Nomor 120 Tahun
2018 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

25

Peraturan Menten PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Serufikat Laik Fungsm
Bangunan Gedung,

26

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retnbus
lzin Mendinkan Bangunan,

27

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

28

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a. Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung,

b Surat kuasa dan pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik
Bangunan Gedung

PERSYARATAN TEKNIS

a. Surat Pernyataan Kelaikan Fungs Bangunan Gedung dan Penyedia Jasa,

b SK IMB terakhir beserta lampiran rencana tekmis bangunan gedungnya,
c. Gambar terpangun [as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan

informasi lengkap (apabila ada perbedaan antara bangunan yang sudah
terbangun dengan SK IMB),

d Dokumen Ikatan Kerja Dengan Penyedia Jasa Pengawasan Konstruks,

¢ Laporan pengawasan seclama konstruks,

f Hasil pengujian matenal,

g Has=il Pengetesan dan Pengujan (Testing And Commussioning) Peralatan dan
Bangunan Gedung,

h Manual pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan Bangunan Gedung serta
peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung (bila ada),

i Rekomendasi teknis dan perangkat daerah terkait

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur




4 |Jangka Waktu |10 ({Sepuluh) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Sertifikat Laik Fungs: Tidak Dipungut Biaya (Garatis)
6 |Produk SLF Untuk Bangunan Gedung Baru Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus Yang
Pelayanan Pengawasannya Dilakukan Oleh Satu Penyedia Jasa
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat )1 Batu Batanggul No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon .
Fax G
emaul T
Website . dpmptsp@lamandaukab.go id
Instagram - dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp 081256236260
B |Parenailan Sarana : Prasarana:
s::xja:tj::a’ 1 Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner, 2. Loket mandiri dan pemandu loket
3. Janngan intemet 3. Parkar
4. Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetens 1 Mimmal D3 untuk petugas penizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasa Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memahami proses alur pelayanan penzinan berbasis elektromk,
5 Menguasa sistem aplhkas 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memilki integntas,
8 Memilk ketehtian,
9 Memilika kesehatan jasman dan rohani
10 ]Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagran Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu)orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jammnan 1. Pelayanan diproses sampai selesa: apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesua: dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikas sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aphkas secara elektroruk dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2 Teregnstasm dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluas 1 Evaluam dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat nka
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalu: Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,
3

Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
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STANDAR PELAYANAN (SP)
Persyaratan Dasar Penzinan Berusaha

SLF Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing } berupa rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret
yang pengkapan teknmisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan memilki IMB

No

Komponen

Urasan

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur Dr
Provinst Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indenemia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonema Nomor 4247) sebagaumana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonema Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nemeor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomeor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesma
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektromk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4843} scbagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informam Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara)
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusm Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor 5039) sebagmmana telah
dwbah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema
Nomor 6573),

11

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republk Indonesma Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

12

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

13

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenma (Lembaran Negara
Republik Indonesmia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

14

Peraturan Pemenintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),
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Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektromk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348},

16

Peraturan Pemenmntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penznan
Berusaha Berbams Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

17

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2021 Nomeor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

18

Peraturan Pemenintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628),

19

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

20

Peraturan Pemenintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

21

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

22

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indenema Tahun 2014 Nomor 221)

23

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 20117
Nomor 1956),

24

Peraturan Menter1 Dalam Neger: Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesmia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun
2018 (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

25

Peraturan Mentenn PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertfikat Lak Fungs
Bangunan Gedung;

26

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Izin Mendinkan Bangunan,

27

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

28

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan

Persyaratan yang diperlukan :

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

a. Identitas Penduduk (KTP/KITAS) Pemilik Bangunan Gedung;

b Surat kuasa dan pemilik bangunan gedung bila pemohon bukan Pemilik
Bangunan Gedung,

¢ Surat perjanjian penggunaan Bangunan Gedung apabila Pengguna bukan
merupakan Pemilik Bangunan Gedung

PERSYARATAN TEKNIS

a. Surat Pernyataan Kelatkan Fungsi Bangunan Gedung dan Pemenntah Daerah,

b 5K IMB terakhir beserta lampiran rencana tekms bangunan gedungnya,
¢ Dokumen rencana teknis bangunan gedung dalam lampiran IMB terakhir

apabila tidak ada perubahan dalam pelaksanaan konstruksi/Gambar
terbangun (as built drawings ) yang dibuat secara sederhana dengan informas:
lengkap apabila ada perubahan dalam pelaksanaan konstruks,

d Dokumen pemelharaan dan perawatan Bangunan Gedung, yang dapat mehput:
- Laporan sederhana pemerniksaan berkala Bangunan Gedung,

- Laporan pengetesan dan pengupan (testing and commissioning) peralatan
dan perlengkapan Bangunan Gedung dalam proses pemeliharaan
dan perawatan, dan/atau Laporan sederhana hasil perbaikan dan/atau
penggantian peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung bila ada perbaikan

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur




[

Jangka Waktu |10 (Sepuluh) harn kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan

Biaya Sertufikat Laik Fungs: Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
Produk SLF Untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (Existing ) berupa rumah tinggal tunggal
Pelayanan dan rumah tinggal deret yang pengkapan teknisnya tidak menggunakan Penyedia Jasa dan
memibki [MB
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat JI Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax S
emaul -
Website dpmptsp@Ilamandaukab.go «d
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp '081256236260
8 |Saranadan Sarana : Prasarana:
i e 1. Komputer; 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
dan/atau
faiilitin 2. Scaner; . 2. Loket mandir:1 dan pemandu loket
3 Janngan internet 3 Parkr
4. Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetens 1 Mimmal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,
§ Menguasai sistem aplikasi 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memiliki integnitas,
8 Memilika ketelitian,
9 Memiliky kesehatan yjasmanm dan rohani
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh -
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 (Jaminan 1 Pelayanan diproses sampa selesa; apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2.  Pelayanan dilaksanakan sesua dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3 Aphkas: sistem elektromik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan 1 Seluruh dokumen diterbitkan melalu1 aphkast secara elektronik dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 [Evaluas 1 Evaluasm dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jka
Kinenja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalur Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,
3

Evaluasi melalui monitoring, evaluas: dan pelaporan kinerja pelaksana

== e




Lampiran XIII
Nomor - 503 6/.49.}/ Vil DPMPTSP-2022
Tanggal &2¢0 Jul 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Penizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Tumur Di Provinsi Kalimantan
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomoer 18, TarmbahaanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180),

Undang-Undang Nomeor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia]
Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomer|
4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomeor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektromk
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemor
19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas: Publik (Lembaran
Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonessa Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomeor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6573),

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelelaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6573,

10

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Noemor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6398),

11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 244, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tehun 2020 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573),

12

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

13

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomeor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik {(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2012
Nomer 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistern dan Transaks)
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

15

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

16

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penizinan Berusaha ci
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),




| ¥

17

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang
Nomeor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628},

18

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633),

19

Peraturan Pemenntah Nemor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

20

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189),

21

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomer 221},

22

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 1956);

23

Peraturan Menten Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum|
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah|
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157,

24

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat|
Daerah Kabupaten Lamandau {Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tehun 2016 Nommor
145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192)

25

Peraturan Bupati Lamandau Nomeor Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah berupa :
1 Kesesuaian pemanfaatan ruang, yaitu
a. KKKPR, atau
b PKKPR
2 Persetujuan Linglungan meliputa
a. SPPL,
b PKPLH,
c. KKLH
3 PBG dan SLF
Sistem,
Mekanisme dan mm i e
Prosedur i . e S e
Jangka Waktu {1 {Satu) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
Biaya Penizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah tidak dikenakan biaya (gratis)
Preduk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar
Pelayanan
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat JI Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161 Nanga
Telepon -
Fax -
emal -
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp 081256236260
Sarana dan
prasarana, Sarana Prasarana
dan/atau 1 Komputer, . Ruang pelayanan/raang tunggu
fasiitas 2. Scaner, Loket mandin dan pemandu loket

3 Jarnngan mmternet
4. Ruang Kernja
3. ATK

Parkar
Penyejuk Udara (AC)

P K -




9 |Kompetens 1 Mimmal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penizinan,
4 Memahamu proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronuk;
S5 Menguasa: sistem aplikasi 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memliki integnitas,
8 Memliki ketelitian,
9 Memblla kesehatan jasmarn dan roham
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
S _Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 [Jumlah 1. Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2. Petugas Back Office : 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 crang
12 |Jamnan 1  Pelayanan diproses sampa: selesau apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3 __ Aphkas: sistem elektromk mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalu aplikas: secara elektromk dengan
keamnanan login ID yang berbeda untuk setiap pemnroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan |2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluast 1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat pka
Kinenja teryadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalu: Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap

Semester;
3 __ Evaluasi melalui monitoring, evaluas: dan pelapors




¥

Lampiran XIV
Nomor 503 6/<D.f/VIl/DPMPTSP-2022
Tanggal Q2 Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Nen Berusaha dengan Pajak/Retnbusi

No

Komponen

Uraran

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barnto
Timur D1 Provinm Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah dinbah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks: Elektroruk
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 {Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas: Publik
(Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesmia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmia Nomor
6573},

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

12

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesial
5357),

13

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronik (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),




14

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

15

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penznan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6618},

16

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indenesa Tahun 2021 Nemor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

17

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6634),

18

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

19

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),

20

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republk Indonesma Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun
2018 (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 157),

21

Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesa Tahun
20117 Nomor 1956),

22

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

23

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana BAB
VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah

24

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan Data pnbadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan
Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan,
Sistem,
Meckanisme dan
Prosedur
Jangka Waktu |1 (satu) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
Biaya Perizinan w1 dikenakan Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nemor 53
Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bab V1 Pengaturan Pajak Reklame Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Produk Izin Reklame
Pelayanan
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Alamat JI Batu Batanggui No 039
Saran dan Kode Pos 74161, Nanga
Masukan Telepon :
Fax 2
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab god
Instagram : dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau

Layanan Pengaduan .
Telepon/WhatsApp 081256236260




8 |Sarana dan
prasarana, Sarana : Prasarana
dan/atau 1 Komputer, 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner; 2. Loket mandir dan pemandu loket
3. Janngan internet 3 Parkir
4. Ruang Kerja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetenm 1 Minimal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasa Peraturan Perundang-Undang tentang penizinan,
4 Memaham proses alur pelayanan penzinan berbass elektronik,
5 Menguasar sistem aplhkasi Sicantik Cloud,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memiliki integntas,
8 Memilhk ketehtian,
9 Memuliki kesehatan jasman dan roham
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagizan Umum dan Kepegawman
11 [Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) crang dengan status pegawa PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner - 4 orang
12 {Jaminan 1 Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenubhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplhkas sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aphikas secara elektronik dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
kesclamatan 2  Teregnstas dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbatkan
14 (Evaluas 1 Evaluas dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja tergad: kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2. Evaluas melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,
3 Evaluasi melalui momtoring, evaluas: dan pelaporan kinerja pelaksana

Nanga Bulik

KHOLI ¢
£ 1(1/d)
NI 201001 1016




Lampiran XV
Nomor 503 6/ 201 /Vil/ DPMPTSP-2022
Tanggal & Juli 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto Timur D1
Provins1 Kallmantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, TambahaanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180j,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesmia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2020 Nemor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesa
Negara Nomor 4725) sebagmmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952},

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk
(Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesmia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesma
Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonessia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573),

12

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

13

Peraturan Pemenntah Nomeor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),




15 Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

16 Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perimnan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

17 Peraturan Pemernintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesmia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6628),

18 Peraturan Pemernntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

19 Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

20 Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6638),

21 Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Perikinan {Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6639),

22 Peraturan Pemenntah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6640),

23 Peraturan Pemenntah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembar Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641),

24 Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2021 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642),

25 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumah Salatan (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6659),

26 Peraturan Presiden Nomor B7 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

27 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),

28 Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Benita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956),

29 Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republk Indonesmia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Benta Negara Republk Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

30 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
192),

31
Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Persyaratan

Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah berupa :

1 Kesesuman pemanfaatan ruang, yaitu
a. KKKPR, atau

b PKKPR
2 Persetuyjuan Lingkungan meliput
a. SPPL,
b PKPLH,
¢ KKLH
3 PBG dan SLF

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

[P —




4 |Jangka Waktu |1 (satu) har kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Penzinan Berusaha Berbams Rimko Menengah Rendah tidak dikenakan hiaya (gratis)
6 |Produk Nomor Induk Berusaha {NIB)
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat Jt Batu Batanggui No. 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp®@lamandaukab go i1d
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp '081256236260
8 |Saranadan
prasarana, Sarana - Prasarana:
dan/atau 1 Komputer; 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2. Loket mandin dan pemandu loket
3. Jarmgan internet 3. Parkir
4. Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetens: 1 Minimal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penzinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,
4 Memahami proses alur pelayanan penizinan berbasis elektromk,
S5 Menguasa sistem aphkasi OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memihk integntas,
8 Memiliki ketelitian,
9 Memiliki kesehatan jasman dan roham
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh .
Internal 1. Kepala Dhnas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagrtan Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1. Koordinator : 1 (satu) orang dengan status pegawa PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office : 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jamnan 1  Pelayanan diproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikas sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 (Jamman Seluruh dokumen diterbitkan melalu: aplikasi secara elektronik dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evalua=s 1 Evaluas dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana

2  Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,

3 Evaluasi melalui monitoring, evaluas: dan pelaporan kanena pelaksana.




Lampiran XVI
Nomor : 503 6/0. ffV11/DPMPTSP-2022
Tanggal 2 Juh2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Penizinan Berusaha Berbasis Risiko Tingg:

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung
Maa, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Dh
Provins1 Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, TambahaanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tarmmbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038],

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049] sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S059] sebagmimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

10

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573),

12

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573),

13

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5357),

14

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronk {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),




15

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penizinan
Berusaha Berbasis Risiko {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
15, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618j;

16

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

17

Peraturan Pemenintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6628),

18

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633,

19

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

20

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertamian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6638),

21

Peraturan Pemenintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Kelautan dan Penkinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639),

22

Peraturan Pemernintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang
Perindustnian (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640},

23

Peraturan Pemenintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £641),

24

Peraturan Pemenintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer
40, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6642);

25

Peraturan Pemernntah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumah Sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomeor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659),

26

Peraturan Presiden Nomer 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199},

27

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221},

28

Peraturan Mentenn Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956),

Peraturan Menten Dalarn Neger1 Nomeor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten1 Dalam Negenn Nomor 120 Tahun
2018 (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

30

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
192),

31

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Persyaratan

Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi berupa :

1

Kesesuaian pernanfaatan ruang, yaitu

a KKKPR, atau

b PKKPR

Persetujuan Lingkungan meliputi

a SPPL,

b PKPLH,

¢ KKLH

PBG dan SLF

Persyaratan Penzinan Berusaha yang diatur dalam lampiran 1 dan Lampiran 1

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko pada setiap sektor berusaha




3 |Sistem,
Mekamsme dan| ortrarepn - . e e e+ o
Prosedur
4 |Jangka Waktu | 7 (Tujuh) han kenja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 {Biaya Penzinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi tidak dikenakan biaya (gratis)
6 |Produk Nemor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar dan Izin
Pelayanan
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat )l Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax =
email -
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp 081256236260
8 |Sarana dan
prasarana, Sarana . Prasarana
dan/atau 1. Komputer, 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2. Loket mandin dan pemandu loket
3. Jarmgan internet 3 Parkar
4. Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 {Kompetens: 1 Mumimal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penizinan,
4 Memaham proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
S Menguasai sistern aplikas: OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7 Memliki integnitas,
8 Memliki ketelitian,
9 Memiliki kesehatan jasmani dan rohani
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1. Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 _Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan chproses sampai selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemochon,
2 Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3 Aplkas) sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jamunan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas: secara elektronik dengan
keamanan logan 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2 Teregnistas: dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang ditertitkan
14 |Evaluasi 1  Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalui SBurvey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester;
3  Evaluasi melaluy monitonng, evaluasi mg‘:na pelaksana
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Lampiran XVIII
Nomor 503 6/20.[ /Vil/DPMPTSP-2022
Tanggal - 20 Jul 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Perizinan Non Berusaha dengan Pajak/Retnbus

No

Komponen

Uraian

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor & Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banito
Timur D1 Provinsa Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor
11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah cdiubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesma Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaks: Elektromk
{Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informast Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 {Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republhk Indonesma Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5059) sebagamana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubhik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 6573),

12

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ({Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2012 Nomer 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5357),

13

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),




‘ ¥

14

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbams Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2021 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

15

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

16

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

17

Peraturan Pemenntah Nemor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634),

18

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199},

19

Peraturan Presmiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221},

20

Peraturan Menten Dalam Negenn Nomeor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesma Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 {Benta Negara Republik Indonema Tahun 2018 Nomor 157),

21

Peraturan Mentenn Dalam Neger1 Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonesma Tahun
20117 Nemor 1956),

22

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

23

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana BAB
VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah

24

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan Data pnbadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apahla berbentuk Badan
Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan,
Sistem,
Mekarusme dan ———rre e ——
Prosedur
Jangka Waktu |1 (satu) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
Biaya Pernnmnan mm1 dikenakan Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53
Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bab VI Pengaturan Pajak Reklame Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Produk Izin Reklame
Pelayanan
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Alamat ]l Batu Batanggui No 039
Saran dan Kode Pos 74161, Nanga
Masukan Telepon -
Fax -
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab.go 1d
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau

Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp 081256236260




Sarana dan

prasarana, Sarana Prasarana
dan/atau 1. Komputer, 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner; 2. Loket mandin dan pemandu loket
3. Janngan internet 3 Parkar
4. Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetenm 1 Minimal D3 untuk petugas penizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penzinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik,
5 Menguasa sistem aphkasi Sicantik Cloud,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memihki integntas,
8 Memiliki ketelitian,
9 Memilhla kesehatan jasman: dan rohan
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Seckretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawsan
11 [Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampai selesan apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP,
3  Aplikas sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun,
13 jJaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aphkas: secara elektroruk dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2 Teregnstas dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 [Evaluas 1  Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat pka
Kinenja tegadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester,
3 Evaluasi melalui monitoning, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana




Lampiran XVII
Nomor 503 6/0.)/VIl/DPMPTSP-2022
Tanggal 2 Jul 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Penzinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

No Komponen

Uraian

1 |Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barnto Timur Di
Provins1 Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
18, Tambahaanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180},

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 25 Talrun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6573,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks: Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 5952),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lemmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbus: Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

11

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573,

12

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kenja {Lernbaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

13

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektromk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5348,




15

Peraturan Pemenntah Nemor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan Berusaha
Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6618},

16

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha]
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nemeor 6618),

17

Peraturan Pemenintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628},

18

Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

19

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6634);

20

Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 6638|,

21

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan
dan Perikinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

22

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang
Perindustnian {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640),

23

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641],

24

Peraturan Pemenntah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6642);

25

Peraturan Pemenntah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumah
Sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659},

26

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

27

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 221},

28

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956),

Peraturan Menten Dalam Neger: Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mentenn Dalam Negernn Nomor 120 Tahun 2018 (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

30

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016
Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);

31

Peraturan Bupati Lamandau Nomor  Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau

Persyaratan

Jenis persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Keglatan Usaha berupa :

1

Kesesuajan pemanfaatan ruang, yaitu
a KKKPR, atau

b PKKPR

Persetujuan Lingkungan meliputi

a SPPL,

b PKPLH,

¢ KKLH

PBG dan SLF

Persyaratan Penizinan Berusaha yang diatur dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan
Pemenrintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penizinan Berusaha Berbasis
Risiko pada setiap sektor berusaha

Sistem,
Mekamsme dan
Prosedur

st gl et i B g— . oy




b

4 |Jangka Waktu |7 (Tujuh)] han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Pelayanan
5 |Biaya Penizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha tidak dikenakan biaya (gratis)
6 |Produk Produk Pelayanan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha mempunya: produk
Pelayanan layanan berupa dokumen Perizinan Berusaha seusa:i dengan sektor usaha yang tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penizinan Berusaha Berbasis Risiko
7 |Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat Ji Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax %
emaul -
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau
Layanan Pengaduan
Telepon/WhatsApp . 081256236260
8 |Saranadan
prasarana, Sarana : Prasarana-
dan/atau 1. Komputer; 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2. Scaner, 2 Loket mandin dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3. Parkar
4 Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)
5 ATK
9 |Kompetensi 1 Mirumal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penzinan adalah PNS,
3 Menguasa: Peraturan Perundang-Undang tentang penizinan,
4 Memahamu proses alur pelayanan penizinan berbasis elektronik,
5 Menguasa sistem aphkasi OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer;
7  Memliki integritas,
8 Membk ketelitian,
9 Memilla kesehatan jasman dan roham
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator; dan
5 Kepala Sub Bagan Umum dan Kepegawalan
11 |Jumlah 1. Koordinator . 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jaminan 1  Pelayanan diproses sampai selesa: apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplikasi sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jaminan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikas: secara elektroruk dengan
keamanan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2  Teregnstasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluas: 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat pka
Kinenja terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluas: melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setap

Semester;

3  Evaluasi melalu: monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksana
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Nomor 503 6/ ;20 |/V11/DPMPTSP-2022
Tanggal -+ S0 Juh 2022

STANDAR PELAYANAN (SP)
Penzinan Non Berusaha Tanpa Retnbus:

No

Komponen

Urauan

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto
Timur D1 Provinsi Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonema Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republk Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaks: Elektromk
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomer 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomeor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas Publik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nemor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesma
Nomeor 6373),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republk Indenesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhar
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik]
Indonesia Nomor 6573),

12

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5357),

13

Peraturan Pemernintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaks: Elektronik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5348),




14 Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628),

15 Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

16 Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633,

17 Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomeor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6634),

18 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

{Lermnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),

19 Peraturan Presiden Neomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221),

20 Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesmia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 120 Tahun

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

21 Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

20117 Nomor 1956),

22 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau,

23 Peraturan Bupats Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Penizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persvaratan Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan
Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NPWP, Akta Perusahaan;
Sistem, 1M1 Tess cpre g - —.
Mekamsme dan e SEEsE SN
Prosedur
Jangka Waktu |1 (satu) han kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Penizinan Non Berusaha Tanpa Retnbusi tidak dikenakan biaya (gratis)
Produk lzin Non Berusaha
Pelavanm No Bidang Jen s Perizinan
1 Sosial izin Pengumpulan Uang dan Barang
2 Kesechatan 1 1zin Praktik Tenaga Med:s {dokter/dokter g:gi/fdokter
spesiahiz/dokter gig) spesialis/PPDS/PPDGS)
2 izin Praktik Apoteker,
3 1zin Praktik Perawat,
& izin Prakt'k Penats Anestesi (SIPPA)
5 1zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut,
& 1zin Prakttk Bidan,
7 1rim Praktik Fisioterapis
B izin Kerjs Refraksionis Optisien dan Optometris,
9 irinKerjm Radiografer,
10 Izrin Praktik Tenags Tekrus Kefarmasian,
11 1zinkerjs Tenaga Santtarian,
12 1izinkerja Tekris Gigr,
13 izin Praktik/Kerja Okupas: Terapis,
14 izin Kerjs Perekam Med: s,
15 iz Kerja Terapis Wicars,
16 izin Kerjm Tenage GiZ:,
17 izin Praktik/Kerja Ortotis Prostetis,
18 1zin Praktik Tenags kesehatan Tradizional
19 i1zrin Prakt'k Analis Kesehatan,
20 izin Proktik Teknik Elcktromedik,
21 _izin Praktik Tenags Akupuntur TErap:s,
22 izin Praktik Psikolig Klimis,
23 1zin Praktik Tenage Kesehatan Tradisional Jamu,
24 izin Praktihk Teknisi Kardiovaskuler
3 Kesbangpol irin Penelitian
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat JI Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga
Telepon -
Fax
email -
Website dpmptsp@lamandaukab go id
Instagram dpmptsp lamandau
Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau

Layanan Pengaduan

Telepon/WhatsApp 081256236260




Sarana dan

prasarana, Sarana - Prasarana:
dan/atau 1 Komputer, 1. Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner, 2. Loket mandin1 dan pemandu loket
3 Jarmngan internet 3 Parkar
4. Ruang Kenja 4 Penyejuk Udara (AC])
S. ATK
9 |Kompetens: 1 Mimumal D3 untuk petugas perizinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan penizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang penzinan,
4 Memaham proses alur pelayanan penzinan berbasis elektronik,
5 Menguasa sistem aphkas1 0SS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Mermliki integritas,
8 Memihk ketehitian,
9 Memilika kesehatan jasmam dan roham
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1 Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
11 |Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) crang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3 Petugas Front Liner 4 orang
12 |Jamunan 1. Pelayanan diproses sampan selesai apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aphkam sistem elektromk mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 {Jamunan Seluruh dokumen diterbitkan melalu: aphkasi secara elektronik dengan
keamanan logn 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zan untuk keamanan
dan data,
keselamatan |2 Teregnstas: dengan QR Code untuk menjamn keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evaluasi 1 Evaluam dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika
Kinerja terjad: kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluasi melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilalukan setiap
Semmester,
3

Evaluas: melalui monitoring, evaluasi mneqa pelaksana
BTN
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STANDAR PELAYANAN (SP)
Pelayanan Non Penzinan

No

Komponen

Urazan

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Banto
Tumur D1 Provins Kalimantan Tengah,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesma Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diwubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas: dan Transaks Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesmia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publk
(Lembaran Negara Republik Indonemia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomeor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republk Indonema Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398},

10

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573),

11

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573),

12

Peraturan Pemenntah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publk (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5357),

13

Peraturan Pemenntah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyclenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348),

14

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penzinan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2021 Nomor




15

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),

16

Peraturan Pemernintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesma Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633),

17

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 199),

18

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

19

Peraturan Menten Pertaman Nomor 98/0T.140/9/2013 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penzinan Usaha Perkebunan (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Mentern Pertamuan Nomor 21/Permentan/ KB 410/ 6/2017 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menter: Pertaian Nomor 98/OT 140/9/2013
tentang Pedoman Penzinan Usaha Perkebunan (Benta Negara Republk Indonesma
Tahun 2017 Nomor 796),

20

Peraturan Menter1 Pertamian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitam Kebun
Masyarakat Sekitar (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 499),

21

Peraturan Mentert Dalam Neger:i Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Benta Negara Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter: Dalam Negen Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22

Peraturan Menten Dalam Negern Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Benta Negara Republik Indonema Tahun
20117 Nomor 1956),

23

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provins Kalimantan

24

Tensah Tahun 2011 Nomor 5},

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Kemitraan Usaha Perkebunan (Benta Daerah Provinm Kalmantan Tengah Tahun
2014 Nomor 12),

25

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pcra.ngkat Daerah Kabupaten Lamandau,

26

Peraturan Bupati Lamandau Nomor Tahun 2022 tentang Pendelegasan
Kewenangan Penyelenggaraan Penzinan Berusaha dan Nen Berusaha Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau,

Persyaratan Data pribadi perseorangan berupa KTP dan NPWP serta apabila berbentuk Badan

Usaha/Badan Hukum berupa KTP, NFWP, Akta Perusahaan,
Sistem,
Mekamisme dan
Prosedur
Jangka Waktu |1 (satu) har kena sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar
Biaya Pelayanan Non Perizinan tidak dikenakan biaya apapun (GRATIS)
Produk Layanan Non Penznan - Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)
Pelayanan
Penanganan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengaduan, Kabupaten Lamandau
Saran dan Alamat : )1 Batu Batanggui No 039
Masukan Kode Pos 74161, Nanga

Telepon -

Fax -

emaul -

Website dpmptsp@lamandaukab go id

Instagram dpmptsp lamandau

Facebook Dpmptsp Kabupaten Lamandau

Layanan Pengaduan .
Telepon/WhatsApp 081256236260




b Y

[~ 8 4Sarana dan s
prasarana, arana . Prasarana.
der ntan 1. Komputer; 1 Ruang pelayanan/ruang tunggu
fasilitas 2 Scaner; 2 Loket mandiri dan pemandu loket
3. Jaringan internet 3 Parkar
4. Ruang Kerja 4. Penyejuk Udara (AC)
5. ATK
9 |Kompetenm 1 Minimal D3 untuk petugas penzinan,
Pelaksana 2 Koordinator pelayanan perizinan adalah PNS,
3 Menguasai Peraturan Perundang-Undang tentang perizinan,
4 Memahami proses alur pelayanan perizinan berbasis elektronik;
5 Menguasa sistem aplhikas: OSS,
6 Mampu mengoperasionalkan komputer,
7 Memiliki integnitas,
8 Memilhki ketelitian,
9 Memilila kesehatan jasman dan rohani
10 |Pengawasan Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang oleh
Internal 1. Kepala Dinas,
2 Sekretans,
3 Kepala Bidang Pelayanan,
4 Sub Koordinator, dan
5. Kepala Sub Bagitan Umum dan Kepegawaian
11 [Jumlah 1 Koordinator 1 (satu) orang dengan status pegawai PNS
Pelaksana 2 Petugas Back Office 2 Orang
3. Petugas Front Liner * 4 orang
12 |Jaminan 1 Pelayanan diproses sampa selesa apabila persyaratan lengkap
Pelayanan dipenuhi oleh pemohon,
2  Pelayanan dilaksanakan sesua dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan SOP
3  Aplkas: sistem elektronik mudah diakses dimanapun dan kapanpun
13 |Jamnan Seluruh dokumen diterbitkan melalui aphkas: secara elektronik dengan
keamanan login 1D yang berbeda untuk setiap pemroses 1zin untuk keamanan
dan data,
keselamatan 2 Teregnstas dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
pelayanan kebenaran dokumen yang diterbitkan
14 |Evalua=m 1 Evaluasi dan pengawasan terhadap kegatan dilakukan setiap saat nka
Kinenja terjad: kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan,
Pelaksana 2  Evaluas melalus Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap
Semester;
3  Evaluas melalui momtoring, evaluas: dan pelaporan kinenja pelaksana




